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ABSTRACT


           Deed insult the good name or libel or defame honor someone is an act against the law rejects both orally and in writing to attack the honor of someone who cause damage to a person's reputation or good name and intentionally broadcast to be known by the public interest in accordance with the elements contained in Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the act someone who sent a letter in a sealed envelope at all not constitute a libel against third parties who may be charged with Article 310 Paragraph (1) and (2) Jo Article 311 Paragraph (1) of the Criminal Code because it does not meet unsur- elements contained in those chapters. That all actions taken by the Attorney is already true to restore the incomplete file to investigators associated with sufficient evidence used for the prosecution of the case / pemasalahan the author lift.
          That the legal consequences arising when not finding sufficient evidence by investigators to mempersangkakan someone has done defamation or libel is Investigators must issue a Letter of Termination of Investigation Case (SP3) and for the defendant / suspect aggrieved complainant can report to the police.
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ABSTRAK
Perbuatan menista nama baik atau pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan seseorang adalah suatu perbuatan melanggar hukum menista baik secara lisan maupun tulisan menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya reputasi atau nama baik seseorang dan dengan sengaja disiarkan untuk diketahui oleh kepentingan umum sesuai dengan unsur yang terkandung pada Pasal 310 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang mengirim surat dalam amplop tertutup sama sekali bukan merupakan suatu pencemaran nama baik terhadap pihak ketiga yang dapat dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal tersebut. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah sudah benar dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada Penyidik terkait dengan bukti yang cukup yang dipakai untuk melakukan penuntutan terhadap kasus / pemasalahan yang Penulis angkat.
Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup oleh Penyidik untuk mempersangkakan seseorang telah melakukan perbuatan penistaan atau pencemaran nama baik adalah Penyidik harus mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dan bagi pihak terlapor / tersangka yang dirugikan dapat melaporkan pelapor kepada pihak kepolisian.
Kata Kunci : Hukum, Pidana, Pasal 310, Pasal 311, Menista, Kehormatan, Pencemaran Nama Baik

A. Alasan Pemilihan Judul

 Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan   pikirannya dijamin secara konstitusional dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Namun dalam kehidupan bersosialisasi, adakalanya muncul masalah yang dapat menimbulkan perselisihan atau konflik dan tak jarang berujung ke perbuatan tindak pidana, salah satunya adalah tindakan pencemaran atau penistaan nama baik seseorang.
Tujuan utama dari penggunaan undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat. Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman penjara, memberi dampak yang menghambat kebebasan berekspresi bagi warganegara. Sanksi semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan pemulihan yang sesuai terhadap pencemaran reputasi seseorang. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik selalu ada, bahkan di negara-negara yang memberlakukan undang-undang tersebut secara moderat. Menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik demi menjaga ketertiban umum merupakan hal yang keliru.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang yang terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Menurut R. Soesilo, penghinaan atau penistaan terhadap seseorang dalam KUHP ada 6 macam yaitu : 

1.  menista secara lisan (smaad), Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2.  menista dengan surat/tertulis (smaadschrift), Pasal 310 ayat (2) KUHP.

3.  memfitnah (laster), Pasal 311 KUHP.

4.  penghinaan ringan (eenvoudige belediging), Pasal 315 KUHP.


5.  mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht), Pasal 317 KUHP.


6.  tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking), Pasal 318 KUHP.

 Dari banyak pasal yang mengatur tentang pidana terhadap pencemaran atau penistaan nama baik, Penulis mengambil 2 (dua) pasal berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu Pasal 310 Ayat (1) dan (2)  serta Pasal 311 Ayat (1)  KUHP. Dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
jelas sekali dapat dilihat bahwa unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHP adalah :
1. dengan sengaja, mencemarkan nama baik, menuduh, supaya diketahui oleh umum/publik, sembilan bulan.

2. dilakukan secara tertulis, disiarkan ke muka umum, satu tahun empat bulan.

Pencemaran atau penistaan nama baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain diatur juga pada Pasal 311 Ayat (1) yang berbunyi : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun dia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Unsur-unsur dari Pasal 311 Ayat (1) KUHP diatas adalah:

1.    Seseorang;

2.    Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;

3.    Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika   tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Atau dengan kata lain Pasal 311 dapat dikenakan kepada seseorang apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP terpenuhi. Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, R. Soesilo  mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo menjelaskan tentang apa itu menista yang merujuk pada Pasal 310 KUHP ayat (3) antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).
 Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP ini, S.R. Sianturi  bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.

Menurut Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran  nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan ; kedua, untuk membela diri, dan ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Menista dengan tulisan adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain telah melakukan suatu hal dan tuduhan telah melakukan suatu hal itu haruslah dituangkan dalam bentuk tulisan. Sama seperti sebagaimana dimaksud dengan menista perbuatan yang dituduhkan itu tidaklah harus perbuatan yang melawan hukum pidana, seperti mencuri atau menyerobot hak orang lain, akan tetapi dengan menuduh telah melakukan suatu hal yang tidak melanggar hukum pidana dan dituangkan di dalam tulisan maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat 2 (KUHP). Seorang karyawan yang sakit hati karena dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja menulis pada media online dan bermaksud menjelek-jelekan citra perusahaan bekas tempatnya bekerja dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik jika perusahaan sebagai pihak yang dirugikan melapor perbuatan mantan karyawannya tersebut ke polisi karena telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 310 KUHP. Dan akan menjadi sangat berat bagi orang yang telah mencemarkan nama baik perusahaan tersebut jika dia tidak bisa membuktikan kebenaran dari tulisan yang dimuatnya di media online karena oleh perbuatannya, orang itu dapat dikenakan pasal 311 KUHP. Tentu saja pada akhirnya pemeriksaan oleh Penyidik maupun Jaksa dan Hakim yang akan memutuskan apakah suatu perbuatan yang diduga pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam suatu tindak pidana. 

Berdasarkan segala penjelasan diatas dan terdorong oleh keinginan untuk lebih memahami maksud yang terkandung pada Pasal 310 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Penulis meneliti dan mendalami suatu kasus yang dijadikan acuan untuk pembahasan selanjutnya di dalam penulisan  tugas akhir ini yaitu tentang kasus pelaporan oleh Suryadi Tandio (ST) terhadap Sindoro Tjokrotekno (STj)  kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. STj dilaporkan oleh ST karena STj selaku Ketua Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa dianggap telah menista dan mencemarkan nama baik ST kepada Hotel Mercure Surabaya dengan mengirimkan surat tertutup yang ditandatangani oleh STj tanpa memberi tembusan kepada pihak manapun. Surat tersebut dianggap oleh ST berisi hal yang mencemarkan nama baiknya. Hal ini terjadi karena antara STj dan ST adalah kedua pihak yang sedang  berperkara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda dengan objek sengketa yaitu tanah tempat Hotel Mercure Surabaya sedang berinvestasi. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, STj menggugat ST karena menurut STj, ST telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat Sertifikat atas nama ST tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu yayasan dari sekolah cina. Padahal menurut STj dengan bukti-bukti surat yang ada peninggalan dari zaman nenek moyang/pendiri pertama sekolah cina tersebut, bahwa tanah tersebut merupakan milik dari masyarakat tionghoa yang tergabung dalam Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa. Terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ST, setelah melakukan penyidikan oleh Pihak Kepolisian Surabaya, STj disangkakan melanggar Pasal 310 KUHP dengan unsur-unsur ayat : 

(1) “Barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut…”

(2) “kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukkan pada umum atau ditempelkan…”
Sdr. STj juga disangkakan melanggar Pasal 311 KUHP dengan unsur “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di ijinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar”.

Dengan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik dari berbagai pihak, karena penulisan tugas akhir ini murni Penulis buat untuk menguji pengetahuan Penulis tentang memecahkan suatu masalah dari perspektif hukum pidana. Dari kasus ini, Penulis antusias menggunakan dan menerapkan ilmu atau pengetahuan yang Penulis dapat di bangku perkuliahan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kasus ini karena Penulis yakin banyak informasi baru yang bisa Penulis kemukakan dengan mengangkat judul yang berkaitan kasus diatas yaitu PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) JO PASAL 311 AYAT (1) KUHP TENTANG KEJAHATAN MENISTA NAMA BAIK PIHAK KETIGA MELALUI SURAT DALAM AMPLOP TERTUTUP.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Masalah yang ingin Penulis kemukakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP terhadap subyek hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana penistaan nama baik atau pencemaran nama baik terhadap pihak ketiga melalui surat dalam amplop tertutup ?
2. Akibat hukum apa yang timbul atas penerapan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP terhadap subyek hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana penistaan nama baik atau pencemaran nama baik terhadap pihak ketiga melalui surat dalam amplop tertutup ?

C. Metode Penelitian

Penelitian berarti pencarian kembali. pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) yang hasilnya akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu yang bernilai edukatif. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang direncanakan dan dilakukan secara sistematik, logis, rasional dan terarah untuk menjawab rasa ingin tahu berdasarkan data yang dikumpulkan secara metodologi. Sedangkan hukum adalah institusi nasional yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan bermasyarakat baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola prilaku yang baik. Jadi, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan dasar pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris / sosiologis. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum, tetapi penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemecahan perkara pidana dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diangkat oleh Penulis. 

Penulis mengambil sumber data hanyalah data sekunder yaitu data dalam penelitian hukum normatif ini, yang terdiri dari :
1.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
-
Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945. 
- 
Peraturan Dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan 

MPR. 
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. 
3. 
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 
Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan untuk penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan masalah/kasus yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, karena Penulis menyertakan kasus untuk menunjang judul yang diangkat, maka Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Aloysius Tukan, SH., M.Hum” di Jalan Pemuda 1 No. 14 Samarinda serta wawancara dengan  STj, yang bertempat di Kantor STj dan Penulis hadir pada saat pemeriksaan saksi oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur di kantor tempat saksi bekerja.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Didalam penelitian ini Penulis mengangkat suatu kasus yang memang menarik untuk Penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah / penulisan tugas akhir, oleh karena itu Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Aloysius Tukan, SH., M.Hum” Samarinda di Jalan Pemuda 1 No. 14 Samarinda. Penulis juga mengadakan wawancara kepada para pihak, yaitu pelapor maupun terlapor / tersangka yang keduanya berdomisili di Samarinda. Terkait dengan wawancara, Penulis gagal untuk menemui Pelapor di kantornya Jalan Gajah Mada Samarinda. Sedangkan terlapor / tersangka dapat ditemui di kantornya Jalan Yos Sudarso Samarinda dan memberikan keterangan serta data atau berkas yang dibutuhkan oleh Penulis. Adapun data-data tentang Berita Acara Pemeriksaan maupun data lain yang menunjang penulisan tugas akhir ini, Penulis dapatkan dari terlapor / tersangka dan dari media elektronika/internet mengingat kasus yang Penulis bahas ini bukan merupakan rahasia lagi dan dapat diakses oleh siapapun. Penulis juga menggunakan literatur/buku bacaan dalam memecahkan kasus yang Penulis bahas.

Kronologis peristiwa pencemaran nama baik yang dibahas oleh Penulis, berawal mula dari sebuah surat Nomor : 002/ALM-TH/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh STj selaku Ketua Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa kepada Manajemen Hotel Mercure Surabaya. Surat tersebut berisi tentang saran kepada Hotel Mercure Surabaya untuk menelusuri dulu status tanah bekas kawasan pertokoan Pinang Babaris Samarinda tempat hotel tersebut berinvestasi dengan ST, mengingat tanah tersebut menjadi sengketa antar Masyarakat Tionghoa / Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa sebagai pewaris Chung Hwa Chung Hui dengan ST. Dalam suratnya juga, STj menyertakan sejumlah dokumen pendukung terkait dengan isi surat tersebut.

Pada tanggal 26 Mei 2012, STj dilaporkan ST ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik ST berdasarkan laporan polisi nomor SKTLK/B/0629/V/2012/Jatim/Restabes Sby, seperti yang Penulis kutip pada salah satu media online yaitu :
“Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal dari tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang menjadikan Sindoro Tjokrotekno sebagai tersangka. Tindakan pencemaran nama baik dan fitnah itu berdasarkan laporan polisi nomor: SKTLK/B/0629/V/2012/Jatim/Restabes Sby, tanggal 26 Mei 2012 dan ditangani Idik II Reskrimum Polrestabes Surabaya.”

Berdasarkan data-data yang ada pada Penulis, penanganan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ST atas diri STj pada Kepolisian Kota Besar Surabaya sudah diambil alih oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur karena sudah melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal ini karena Kompolnas menerima pengaduan dari STj terkait dengan adanya pelaporan tersebut. Berkaitan  dengan keterlibatan KOMPOLNAS, Polda Jatim mengadakan gelar perkara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Itwasda Polda Jatim dengan dasar Surat Kompolnas Nomor : 315/III/2013/Kompolnas, tanggal 7 Maret 2013 tentang diskriminasi dan dugaan penyalah gunaan wewenang dalam penyidikan serta penetapan tersangka dan Surat Irwasda Polda Jatim Nomor : 1473/III/2013/Itwasda, tanggal 11 Maret 2013 tentang undangan gelar perkara dengan Team Kompolnas. Kemudian Kepolisian Daerah Jawa Timur mengadakan gelar perkara yang kedua bersama Kompolnas dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/0629/B/V/2012/Jatim/Restabes Sby tanggal 26 Mei 2012, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 bertempat di Ruang Rapat VIP Kapolda Jatim dengan meminta keterangan beberapa saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli.

Setelah itu STj ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus DPO berdasarkan surat DPO No: DPO/54/II/2013/Reskrim, tanggal 15 Februari 2013. Padahal menurut informasi yang diterima oleh Penulis, STj melalui Penasehat Hukumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penyidik Polrestabes Surabaya bahwa STj sedang dalam keadaan sakit dan sedang berobat keluar negeri.

Pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 STj diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Fitnah dan/atau Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 310 dan/atau 311 KUHP, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/0629/B/V/2012/JATIM/RESTABES SBY, tanggal 26 Mei 2012. Namun sebelum pemeriksaan pada tanggal tersebut, STj pernah diperiksa juga pada tanggal 22 Agustus 2013 terkait dengan laporan polisi yang sama.

Pada tanggal 22 Nopember 2013 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas perkara atas nama STj dengan Nomor : BP/261/XI/2013/Ditreskrimum tanggal 21 Nopember 2013 yang dikirim oleh Penyidik Polda Jatim untuk segera dilakukan proses persidangan. Namun pada tanggal 10 Desember 2013, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengirimkan kembali berkas STj berikut surat pengantar dengan Nomor : B-1470.5.4/Ep.1/12/2013 kepada Penyidik Polda Jatim yang pada pokoknya memberi petunjuk untuk melengkapi berkas dan mencari bukti lain karena tuduhannya belum terpenuhi.
1. Penerapan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP terhadap subyek hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana penistaan nama baik atau pencemaran nama baik terhadap pihak ketiga melalui surat dalam amplop tertutup.
Bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, dimana perbuatan dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya tindakan ST yang melaporkan STj kepada Polrestabes Surabaya karena ST merasa nama baiknya dicemarkan oleh STj juga merupakan bagian dari delik aduan. Bahwa seperti yang Penulis kemukakan pada Bab I point A, oleh Penyidik Polrestabes Surabaya STj disangkakan melanggar Pasal 310 KUHP dengan unsur-unsur ayat : 

(1)“Barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut…”

(2)“kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukkan pada umum atau ditempelkan…”

STj juga disangkakan melanggar Pasal 311 KUHP dengan unsur “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di ijinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar”.

Bahwa untuk menetapkan STj sebagai tersangka, Penyidik sudah pasti mendapatkan bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 1 butir 14 KUHAP yaitu bukti surat yang dikirim oleh STj kepada Manajemen Hotel Mercure Surabaya dan adanya laporan dari Pelapor atas pencemaran nama baik yang dilakukan STj terhadap diri Pelapor. Selanjutnya  karena perbuatannya STj disangka melanggar pasal-pasal pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, oleh karena itu Penulis akan membahas satu-persatu pasal tersebut apakah Penyidik sudah benar dalam menerapkan Pasal 310 dan 311 KUHP dan menetapkan STj sebagai tersangka yang dipersangkakan melanggar pasal-pasal tersebut.
Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dalam hal ini adalah STj, Penyidik paling tidak harus menemukan 2 (dua) bukti permulaan. Dalam kasus ini, bukti permulaan tersebut adalah surat yang dijadikan dasar oleh ST untuk melaporkan STj ke Polrestabes Surabaya dan juga keterangan dari saksi ahli yang menyatakan bahwa surat yang dikirim oleh STj kepada Manajemen Hotel Mercure berisi unsur pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP yang dipersangkakan kepada STj terdiri dari Ayat 1 dan Ayat 2. Pada Ayat 1 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur yang terkandung pada ayat ini dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 
-
Unsur-Unsur Objektif yaitu : Barangsiapa, menyerang kehormatan atau 
nama baik ”seseorang”, dengan menuduhkan suatu hal. 

-
Unsur Subjektif yaitu : Dengan maksud yang nyata  (kenlijk doel) 
supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven), dengan sengaja (opzettelijk) ;

Bahwa surat yang dikirimkan oleh STj ke Hotel Mercure Surabaya berisi himbauan kepada pihak Hotel Mercure Surabaya untuk menelusuri status tanah tempat hotel tersebut berinvestasi, mengingat tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa antara masyarakat Tionghoa / Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa sebagai pewaris Chung Hwa Chung Hui  dengan ST pada Pengadilan Negeri Samarinda. Bukanlah penuduhan atas sesuatu hal guna mencemarkan nama baik orang lain, jelas sekali terlihat bahwa unsur objektif dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi. Pengiriman surat tersebut ditujukan kepada Manajemen Hotel Mercure Surabaya secara tertutup / dalam amplop tertutup tanpa memberi tembusan kepada pihak manapun ; dan bukan ditujukan kepada orang-perorang tetapi ditujukan kepada sistem sehingga tidak memenuhi unsur menyerang kehormatan seseorang. Jadi adalah hal yang tidak mungkin jika terjadi pencemaran terhadap ST sebagai pihak ketiga karena surat tersebut tidak dibuat untuk diketahui umum sehingga dalam hal ini perbuatan STj tidak memenuhi unsur menista pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
Selanjutnya Penyidik Polrestabes Surabaya juga mempersangkakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP kepada STj, yang berbunyi : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP yaitu

-
Barangsiapa;

-
Dengan sengaja;

-
Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

-
Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;

-
Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Bahwa perbuatan STj seperti yang dibahas pada Pasal 310 Ayat (1), tidak memenuhi unsur kesengajaan dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang apalagi dengan niat untuk dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan. Surat resmi yang sifatnya tertutup / amplop tertutup bukan berarti penghinaan jika disiarkan ; akan dikategorikan penghinaan apabila dapat dibuktikan bahwa isi surat tersebut adalah tidak benar. Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 310 Ayat (2) juga tidak terpenuhi karena surat STj tersebut dibuat hanya 1 (satu) dan tidak diperbanyak dengan maksud dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
Pasal 311 Ayat (1) yang berbunyi : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun dia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, juga dipersangkakan kepada STj. Unsur-unsur kejahatan yang terkandung pada Pasal 311 Ayat (1) yaitu: 
· Semua unsur (objektif dan subjektif) dari pencemaran pada Pasal 310 Ayat (1) atau pencemaran tertulis pada Pasal 310 Ayat (2). 

· Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.

· Tetapi si pembuat tidak dapat membuktian kebenaran tuduhannya. 

· Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
Bahwa pasal ini merupakan pasal yang mengatur tentang fitnah, dan selalu berkaitan dengan Pasal 310 KUHP. Dengan kata lain seseorang dapat dipersangkakan melanggar Pasal 311 KUHP apabila unsur-unsur Pasal 310 KUHP terpenuhi. Pada Pasal 311 Ayat (1) KUHP si pembuat surat boleh membuktikan apa yang ditulisnya,  namun jika si pembuat surat tidak dapat membuktikan apa yang ditulisnya maka telah terjadi pemfitnahan dan untuk itu si pembuat surat dapat dijerat dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP ini. Dalam surat yang dikirim oleh STj kepada Manajemen Hotel Mercure Surabaya ini, dilampirkan juga 8 (delapan) eksemplar surat pemerintah/dokumen tambahan yang dilampirkan oleh STj sebagai bahan pendukung pernyataannya. Tentunya pembuktian dari apa yang ditulis oleh STj juga harus dapat dibuktikan secara jelas oleh STj sendiri dalam pemeriksaan oleh Penyidik. Mengenai proses pembuktian oleh STj pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, Penulis tidak mendalaminya secara khusus untuk dituangkan pada penulisan tugas akhir ini karena hal tersebut bersifat intern bagi Yayasan Alumni Sekolah Ta’Hwa.
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, menurut pendapat Penulis secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan ST yang melaporkan STj ke Polrestabes Surabaya adalah benar karena sesuai prosedur dimana ST merasa tercemarkan nama baiknya. Namun dari penelitian dan penjelasan yang Penulis dapatkan di lapangan, Penulis berpendapat bahwa Penyidik keliru dalam menetapkan STj sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 310 Ayat (1) dan (1) Jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sebab belum nampak perbuatan tersangka STj yang mengarah pada unsur “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan.” Bukti surat yang dibuat oleh tersangka STj berisi permohonan untuk ditelusuri lebih dahulu sebelum melakukan kerjasama sehingga tidak nampak adanya tuduhan tersangka STj yang ditujukan kepada ST sebagaimana unsur dimaksud. Juga mengenai unsur “dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, belum terpenuhi karena tersangka STj membuat surat dalam amplop tertutup yang hanya ditujukan kepada Manajemen Hotel Mercure Surabaya dan tidak ditujukan kepada umum sehingga belum nampak adanya perbuatan tersangka STj yang berniat agar surat tersebut diketahui oleh umum. Mengenai persangkaan melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP terhadap tersangka STj, juga belum memenuhi karena Pasal 311 Ayat (1) KUHP berkaitan dengan Pasal 310 KUHP ; oleh karena unsur-unsur pasal 310 KUHP belum terpenuhi demikian juga Pasal 311 KUHP belum terpenuhi.

2. Akibat Hukum yang timbul terhadap subyek hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana penistaan nama baik atau pencemaran nama baik terhadap pihak ketiga melalui surat dalam amplop tertutup.
Laporan seseorang kepada pihak kepolisian terhadap seseorang yang dipersangkakan melanggar Pasal 310 Jo Pasal 311 KUHP tentang perbuatan menista nama baik atau pencemaran nama baik merupakan suatu delik aduan yakni tindak pidana yang dapat terjadi penuntutan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Suatu delik pasti akan mencantumkan “melawan hukum”, konsekuensi yuridisnya adalah bahwa untuk dapat mendakwa seseorang melakukan delik yang dimaksud, Jaksa harus membuktikan adanya unsur “melawan hukum” tersebut yang berarti hal ini dapat mempercepat dan mempermudah proses peradilan. Namun apabila dalam rumusan delik tidak dicantumkan rumusan “melawan hukum”, maka Jaksa tidak perlu membuktikan unsur tersebut, karena dalam setiap rumusan delik selalu dianggap mengandung unsur melawan hukum.
Sehubungan dengan kasus yang Penulis bahas pada penulisan tugas akhir ini, berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pihak Kejaksaan dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Penyidik karena tidak cukup bukti untuk dilakukan penuntutan terhadap tersangka STj. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan ini sesuai Pasal 110 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yaitu :
·  Pasal 110

(2)
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3)
Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

· Pasal 138 Ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah  menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”
Bahwa sikap  dari Kejaksaan sangat jelas, tidak akan terjadi penuntutan  karena berkas STj belum lengkap dan harus dicari lagi bukti yang cukup oleh Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas tersebut agar memenuhi unsur Pasal 310 dan 311 KUHP. Apabila dalam waktu empat belas hari ternyata Penyidik belum dapat melengkapi berkas tersebut maka sesuai Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”,  maka Penyidik harus segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
Adapun akibat hukum yang dapat timbul dari kasus yang Penulis bahas jika apa yang dipersangkakan kepada STj yaitu perbuatan menista nama baik pihak ketiga melalui surat dalam amplop tertutup tidak terbukti, STj dapat meminta kepada Penyidik Polrestabes Surabaya atau Polda Jawa Timur untuk mengeluarkan SP3 oleh Penyidik. Apabila SP3 telah dikeluarkan oleh Penyidik Polrestabes atau Polda Jawa Timur maka sebagai pihak yang dirugikan, STj dapat membuat laporan ke Polrestabes Surabaya terhadap ST.
Bahwa jika perbuatan  STj terbukti tidak mencemarkan nama baik, maka STj dapat menuntut ganti rugi atas tuduhan yang dipersangkakan terhadap dirinya. Tujuan utama pemberian ganti rugi terhadap pencemaran nama baik adalah memberikan pemulihan terhadap terhadap kerugian langsung yang terjadi pada individu-individu yang tercemar nama baiknya dalam hal ini adalah STj, sebagai contoh pernyataan maaf dari Pelapor.
Bahwa dalam perkembangan terbaru, pada tanggal 28 April 2014 telah diadakan gelar perkara yang bertempat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) di Jakarta terkait dengan kasus yang Penulis bahas. Karena kasus tersebut sudah melibatkan Kompolnas dan Petinggi Kepolisian di Surabaya, maka kasus tersebut ditarik ke Mabes Polri di Jakarta. Pada hasil gelar perkara tersebut diputuskan bahwa perbuatan STj tidak memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik dan kepada STj harus dikeluarkan SP3 oleh Mabes Polri di Jakarta. Namun apabila STj terbukti telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik, maka STj harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka persidangan pada pengadilan setempat.
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